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PUTUSAN
Nomor 1873/Pdt.G/2022/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowooso.,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12

Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan  Nomor

1873/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 12 Desember 2022, mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0104/004/V11/2022 tanggal 08 Juli 2022;
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2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya
suami istri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon
sering bersikap tidak sopan dan sering membantah nasehat Pemohon,
dimana ketika Termohon di tegur oleh Pemohon untuk tidak sering bermain
Handphone dan melarang mengirim pesan kepada laki-laki lain, dengan
sikapnya Termohon marah kepada Pemohon dan bahkan menjadikan
pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai
puncaknya terjadi pada tanggal 01 Desember 2022 karena Termohon tidak
ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon
pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua
Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah
tempat tinggal selama 2 minggu, sejak tanggal 01 Desember 2022 hingga
sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara
Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi,
maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri
dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
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3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
SUBSIDAIR :
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3511171803020001, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/004/VII/2022 yang
dikelaurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem Kabupaten
Bondowoso tanggal 8 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai
dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT
03 RW 02 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah adalah saudara ipar Pemohon;
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- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun dan harmonis;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- bahwa saksi mengetahui selama 3 minggu terakhir Pemohon tinggal
dengan orang tuanya, akan tetapi Termohon tidak ikut;

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal,

- bahwa saksi tidak mengetahui usaha keluarga untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kendil RT
04 RW 01 Desa Patemon Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adalah saudara ipar Pemohon;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
orang tua Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun dan harmonis;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- bahwa saksi mengetahui selama 3 minggu terakhir Pemohon tinggal
dengan orang tuanya, akan tetapi Termohon tidak ikut;

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon
sudah berpisah tempat tinggal;

- bahwa saksi tidak mengetahui usaha keluarga untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon;
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,
sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal
66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta
penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 8 Juli 2022, maka Pemohon adalah persona standi in
judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama
Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan,
sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun usaha tersebut tidak berhasil,
maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di
atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
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2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kareta Termohon
tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan
yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 125 H.l.R., perkara
tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya sejak bulan Oktober
2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering bersikap
tidak sopan dan sering membantah nasehat Pemohon, dimana Kketika
Termohon di tegur oleh Pemohon untuk tidak sering bermain Handphone dan
melarang mengirim pesan kepada laki-laki lain, dengan sikapnya Termohon
marah kepada Pemohon, puncaknya pada tanggal 01 Desember 2022
Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua
Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah
tempat tinggal selama 2 minggu, dan selama itu antara Pemohon dengan
Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai permohonan
Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut
dianggap telah mengakui dalil-dalii permohonan Pemohon, akan tetapi
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka
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Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan alasan
perceraiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di
persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang
selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang
berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai
cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokan dengan aslinya oleh Majelis
Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b)
Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf
(a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan
nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) Pemohon beralamat di Desa
Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowos, oleh karenanya terbukti
Pemohon berada di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama
Bondowoso;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan
Termohon menikah pada tanggal 8 Juli 2022 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya terbukti
Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan
keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144
H.l.LR., keduanya mengaku sebagai saudara ipar Pemohon, sehingga bukan
saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.LLR., jo. asas lex spesialis
sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana

ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut
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agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.L.R, sehingga saksi-saksi tersebut
memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sabh;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua)
orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R.,
keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana
ketentuan Pasal 170 H.L.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang
dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal
171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut
memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi
Pemohon di atas, maka tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta terbukti antara Pemohon
dan Termohon baru berpisah rumah selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
diantaranya antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada
alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai

suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus
sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta antara

Pemohon dan Termohon masih ada harapan rukun kembali sebagai suami istri
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(karena baru berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu) sebagaimana
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, sehingga dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup bagi
Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat
permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Fahruddin, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.l. dan Nengah Ahmad Nurkhalish,
S.E.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Atik Yuliana, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fahruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I. Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.
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Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan/ Pengumuman : Rp 560.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 30.000,00,-
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 705.000.00,-

Terbilang: (Tujuh ratus lima ribu rupiah).
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